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ABSTRAK 

Premanisme adalah konflik vertikal bukan horisontal antara orang-orang, 
melainkan merupakan bagian dari kegagalan pemerintah untuk menegakkan hukum. Saat 
premanisme merajalela, baik bemuansa agama dan etnis bersuara lantang. Mereka 
bertindak kasar terhadap orang lain dalam masyarakat. Suatu gerakan telah didirikan 
untuk menentang premanisme atau gangster dari jalanan politikus radikal dan kelompok 
religius. Tindakan itu juga terkait dengan kekerasan. Kekerasan adalah ekspresi secara 
fisik atau verbal terhadap diri sendiri atau yang lain, memaksa aksi melawan sesuatu 
tindakan melukai dan menyakiti. Di seluruh dunia, kekerasan digunakan sebagai alat 
manipulasi dan juga merupakan daerah kepedulian hukum dan budaya yang mengambil 
upaya untuk menekan dan menghentikannya. Kata kekerasan mencakup spektrum yang 
luas. Hal ini dapat bervariasi dari antara pertengkaran fisik antara dua makhluk di mana 
sedikit cedera yang mungkin akibatnya akan menimbulkan perang dan genosida di mana 
jutaan mungkin mati sebagai hasilnya. 

Terjadi urbanisasi penduduk dari desa ke kota Medan yang tidak dibarengi 
dengan keterampilan yang memadai mengakibatkan bertambahnya pengangguran, 
dimana hal ini sangat potensial untuk menumbuhkan terjadinya pencurian, perampokan 
dan penodongan dan kejahatan lainnya. 

Aksi kriminalitas yang begitu meningkat di tengah masyarakat kota Medan sedari 
Orde Baru hingga awal reformasi dan dilanjutkan dengan munculnya tindak premanisme 
yang mengakibatkan masyarakat berada pada posisi yang lemah. Karena alasan tersebut 
pihak kepolisian, khususnya Poltabes Medan Sekitarnya segera menyikapi dengan 
membentuk I (satu) unit Satuan Samapta yang memang dikhususkan untuk menangani 
tindak premanisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

Untuk mencegah berkembangnya aksi premanisme di Kota Medan khususnya 
maka diharapkan Polri mampu melakukan peningkatan berupa penangkapan maupun 
penahanan terhadap para preman yang melakukan tindak pidana seperti kekerasan, 
perkelahaian, pemerasan, pengeroyokan dan penodongan serta pungutan liar (pungutan 
liar). Melakukan penyidikan dan penyelidikan atas suatu kasus tindak pidana dalam 
waktu yang secepatnya dan sebaik mungkin. 

Masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar di dalam mengungkapkan 
suatu tindak pidana oleh karena itu para aparat penegak hukum perlu menjalin kerjasama 
yang baik serta harmonis dengan masyarakat. 

KataKunci: Peran Polri, Pemberantasan Premanisme di Wilayah Hukum Poltabes 
Medan Sekitarnya. 
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A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

1 

Dengan seringnya terjadi aksi premanisme akhir-akhir ini yang mengarah 

kepada tindakan sadis dan berakibat menimbulkan gangguan terhadap keamanan 

dan ketertiban masyarakat, serta keresahan di tengah-tengah masyarakat. Untuk 

dapat mengatasi hal tersebut sangat dibutuhkan aparat penegak hukum yang 

tanggap dan terus memantau serta dengan cepat dan tepat mengatasi kejahatan

kejahatan tersebut untuk dapat menciptakan kondisi keamanan yang mantap, 

sehingga masyarakat dapat menikmati rasa aman dan tentram dalam 

kehidupannya. 

Premanisme kini menjadi konsentrasi aparat kepolisian sehubungan dengan 

maraknya kejahatan di Indonesia yang pelakunya preman. Dimana kejahatan 

premanisme korbannya tidak hanya harta tapi juga nyawa. Maraknya kasus 

premanisme di Indonesia, memaksa aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk 

bersikap proaktif menanggulangi masalah tersebut. Maka sejak tahun 2005 Palisi 

Republik Indonesia (POLRI) khususnya Kepolisian kota Medan komitmen untuk 

memberantas praktik premanisme hingga ke akarnya. 

Seiring dengan telah terformulasikan dalam kebijakan hukum yang 

menyangkut perkembangan hukum di Indonesia, tugas dan kewenangan Palisi 

Republik Indonesia (POLRI) telah tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan 

1 

mengatasi sangat aparat penegak 

dan terus memantau serta dengan cepat dan tepat mengatasi kejahatan

tersebut untuk dapat menciptakan kondisi keamanan yang 

masyarakat dapat menikmati rasa aman dan tentram 

kehidupannya. 

Premanisme kini menjadi konsentrasi aparat kepolisian sehubungan dengan 

maraknya kejahatan di Indonesia yang pelakunya preman. Dimana kejahatan 

premanisme korbannya tidak hanya harta tapi juga nyawa. Maraknya 

premanisme di Indonesia, memaksa aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk 

proaktif menanggulangi masalah tersebut. Maka sejak tahun 2005 

Indonesia (POLRI) khususnya Kepolisian kota Medan komitmen 
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keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.1 

Kelangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi 

oleh karakteristik masyarakat yang beragam, bahkan karakteristik yang khas dari 

masyarakat Indonesia ini dapat pula menyebabkan timbulnya kesulitan antara lain: 

Pertama, keragaman sistem keseragaman, tradisi hukum, pluralisme, peninggalan 

sistem kolonial, perbedaan tingkat pendidikan dan kesejahteraan, sikap tradisional 

yang cenderung menolak perubahan kebiasaan ketaatan terhadap tradisi-tradisi 

lokal. Ini merupakan beberapa penyebab yang dapat menimbulkan kesulitan 

dalam proses kondifikasi dan unifikasi hukum. Kedua, kebiasaan diatur oleh 

hukum adat yang senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum dan keadilan. 

Ketiga, kurang lancamya sistem komunikasi dalam penyampaian aspirasi-aspirasi 

sama besar pengaruhnya terhadap kualitas hukum yang dibentuk. 2 

Penegakan hukum bagi pelaku yang mengarah pada tindakan gangguan 

ketertiban masyarakat, misalnya pengamanan potensi-potensi kerawanan 

gangguan ketertiban peranan Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam 

pemberantasan premanisme di wilayah hukum Poltabes Medan Sekitamya adalah 

bagian dari tugas Polri di samping penegakan hukum. 

Adapun kewenangan peranan kepolisian dalam pemberantasan 

premanisme yang ada di wilayah hukum Poltabes Medan dan sekitamya sebagai 

berikut: 

1 Lihat Konsideran huruf (b) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepo/isian Negara Republik 
Indonesia 

2 Lili Rasidi, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung, Rosdakarya, 1993, ha!. 132 

cenderung menolak perubahan kebiasaan ketaatan terhadap tradisi-tradisi 

merupakan beberapa penyebab yang dapat menimbulkan 

proses kondifikasi dan unifikasi hukum. Kedua, kebiasaan diatur 

adat yang senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum dan 

kurang lancamya sistem komunikasi dalam penyampaian aspirasi-aspirasi 

besar pengaruhnya terhadap kualitas hukum yang dibentuk. 2 

Penegakan hukum bagi pelaku yang mengarah pada tindakan 

masyarakat, misalnya pengamanan potensi-potensi kerawanan 

ketertiban peranan Polisi Republik Indonesia (POLRI) 

pemberantasan premanisme di wilayah hukum Poltabes Medan Sekitamya adalah 

dari tugas Polri di samping penegakan hukum. 
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